
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.196, 2018 KEMENPERIN. SNI.  

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDARDISASI INDUSTRI 

SECARA WAJIB 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap 

pemenuhan ketentuan Standar Nasional Indonesia, 

Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang 

diberlakukan secara wajib, perlu dilakukan pengawasan 

pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengawasan 

Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6016);  
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  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 

PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 

Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 308); 

  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA 

CARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDARDISASI 

INDUSTRI SECARA WAJIB. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga 

pemerintah nonkementerian yang bertugas dan 

bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku 

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis 

yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau 

standar internasional. 

3. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara 

atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, 

pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau 

produk. 
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4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 

LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite 

Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk 

melakukan kegiatan sertifikasi terhadap produk sesuai 

dengan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau 

Pedoman Tata Cara dan menerbitkan Sertifikat Produk 

Penggunaan Tanda SNI atau sertifikat tanda kesesuaian. 

5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk 

oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian 

kesesuaian mutu terhadap jenis produk sesuai dengan 

ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman 

Tata Cara. 

6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 

selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada 

produsen yang mampu memproduksi barang sesuai 

dengan ketentuan SNI. 

7. Pengelola Portal Indonesia National Single Window yang 

selanjutnya disingkat PP INSW adalah unit organisasi 

non eselon yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang 

melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam 

penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, 

impor, dan logistik secara elektronik, serta berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

8. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap 

barang dan/atau jasa industri yang harus memenuhi 

kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI, 

Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. 
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9. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya 

disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau 

daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan 

terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan 

standar industri. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian. 

11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat 

jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 

untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro, 

logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, 

tekstil, dan aneka, di lingkungan Kementerian 

Perindustrian. 

12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur 

jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang 

untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro, 

logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, 

tekstil, dan aneka, di Kementerian Perindustrian. 

13. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang 

selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang 

mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan 

penelitian dan pengembangan industri di Kementerian 

Perindustrian. 

14. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, 

fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan 

pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 

 

Pasal 2  

(1) Menteri melakukan Pengawasan terhadap: 

a. seluruh rangkaian kegiatan pemberlakuan SNI, 

Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara 

secara wajib; dan/atau 

b. pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap 

pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, 

Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara 

secara wajib. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Pengawasan di pabrik; dan 

b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan kementerian 

dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. 

(3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan Pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur 

Jenderal Pembina Industri. 

 

Pasal 3  

(1) Selain Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, terhadap produk tertentu dapat dilakukan Pengawasan 

di daerah pabean. 

(2) Kewenangan Pengawasan di daerah pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Produk tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 4  

(1) Untuk keperluan menjamin keamanan, kesehatan, 

keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

Menteri dapat melakukan penelusuran barang dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelusuran barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.  
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